
SALINAN 
PERATURAN WALI KOTA SURABAYA 

NOMOR 57 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA  
NOMOR 91 TAHUN 2024 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA SURABAYA 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, ketertiban berpakaian 
dinas, serta motivasi kerja pegawai, telah diatur ketentuan 
mengenai Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Wali Kota 
Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil 
Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya; 

b. bahwa untuk menunjang profesionalisme, memperkuat
identitas pegawai, serta meningkatkan citra dan semangat
kerja Aparatur Sipil Negara, dipandang perlu melakukan
penyempurnaan desain kartu tanda pengenal agar tampil lebih
segar, modern, dan representatif sesuai dengan dinamika
organisasi;

c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah, maka Peraturan Wali Kota Surabaya
Nomor 91 Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu disesuaikan dengan mengakomodasi ketentuan dalam
peraturan dimaksud, tanpa mengesampingkan kebutuhan dan
karakteristik Pemerintah Kota Surabaya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Wali Kota Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota
Surabaya.

WALI KOTA SURABAYA 
PROVINSI JAWA TIMUR
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Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan 
Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah 
Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa 
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2730); 

 2.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah 
Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730);  

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6398);Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679);  

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6897); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang 
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4790); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6718); 

10. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan 
Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-
Jenis Pakaian Sipil; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang 
Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian 
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 488); 

13. Peraturan Dewan Pengurus Korpri Nasional Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Kelengkapan Seragam Batik Korps Pegawai Republik 
Indonesia; 

14. Peraturan Wali Kota Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pakakaian 
Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota 
Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 92); 

15. Peraturan Wali Kota Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas 
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya 
(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 92) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2025 
tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 91 Tahun 2024 
tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 
2025 Nomor 8). 
 

 
 MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN WALI KOTA SURABAYA NOMOR 91 TAHUN 2024 
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA. 
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Pasal I 
 

Ketentuan dalam Lampiran Huruf I Angka Romawi VI Angka 4 
Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 91 Tahun 2024 tentang 
Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota 
Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 92) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Surabaya 
Nomor Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali 
Kota Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil 
Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 8) diubah, sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini. 

 
 

Pasal II 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Surabaya. 

 

Ditetapkan di Surabaya 
Pada tanggal 12 September 2025 

 
WALI KOTA SURABAYA 
 

ttd 
 

ERI CAHYADI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diundangkan di ........ 
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Diundangkan di Surabaya 
pada tanggal 12 September 2025 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

ttd 

Lilik Arijanto, ST.,MT 
Pembina Utama Muda 

NIP 19710330 199803 1 005 

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025 NOMOR 57 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

Ditandatangani secara elektronik oleh : 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA 

Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. 
Jaksa Utama Pratama 
NIP. 197803072005011004



LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA SURABAYA 
NOMOR 57 TAHUN 2025 
TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA 
SURABAYA NOMOR 91 TAHUN 2024 TENTANG 
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA. 
 

VI. KELENGKAPAN  
4. TANDA PENGENAL APARATUR SIPIL NEGARA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WALI KOTA SURABAYA 

ttd 

ERI CAHYADI 
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